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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana pernyataan Aristoteles (Yunani, 384-322 SM), disebutkan 

bahwa manusia merupakan Zoon Politicon. Dengan istilah tersebut, Aristoteles 

ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi 

antara dua orang atau lebih dimana politik sebagai  kecenderungan alami dan 

tidak dapat dihindari manusia. Misalnya ketika ia mencoba menentukan 

posisinya dalam masyarakat, ketika ia meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika 

ia berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.
1
 

Kemudian dari usaha manusia dalam menentukan posisinya dalam 

bermasyarakat tersebut, maka secara otomatis terjalinlah suatu hubungan 

manusia antara satu sama lain yang disadari adannya suatu kepentingan, 

dimana kepentingan tersebut antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lainnya saling berhadapan atau bahkan berlawanan sehingga dari kepentingan 

yang berlawanan tersebut dapat memunculkan kemungkinan timbulnya suatu 

kericuhan. Selanjutnya sebagai antisipasi untuk meminimalisir dampak 

kericuhan yang mungkin ditimbulkan dari hubungan bermasyarakat  diperlukan 

adanya suatu aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur serta 

mengendalikan segala tingkah laku perbuatan setiap individu agar senantiasa 
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tercipta kedisiplinan serta terjaminnya suatu hak dari masing-masing orang 

(person). 

Aturan hukum yang difungsikan sebagai pengatur hubungan manusia 

dalam bermasyarakat, secara sederhana dapat diartikan bahwa hukum 

merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang 

mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau 

norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan 

ditegakkan oleh penguasa.  

Bentuk dari aturan hukum tersebut bisa berupa hukum yang tidak tertulis 

seperti hukum adat, dan juga berupa hukum tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan seperti hukum barat. Hukum barat melalui asas 

konkordansi sejak  pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. 

Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat 

oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat 

tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang undangan (Barat), yang diatur oleh 

hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam 

masyarakat.
2
 

Di samping bentuk-bentuk hukum yang tertulis di atas, terdapat pula  

konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan 

kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga 
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hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu 

mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan 

manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan 

manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam 

masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata 

hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah-laku yang di dalam 

bahasa Arab, disebut hukm jamaknya ahkam.
3
 

Kemudian dalam hukum Islam maupun hukum Barat terdapat suatu 

persyaratan dimana manusia dapat diberikan atau dibebani tanggung jawab 

hukum, yaitu disaat manusia tersebut sudah dapat dikatakan dewasa. Sedang 

ketentuan mengenai seseorang dapat dikatakan telah dewasa atau kategori 

seseorang masih tergolong sebagai anak-anak itu sendiri terdapat distingsi  

ketentuan baik dari hukum positif di Indonesia maupun yang terdapat dalam 

hukum Islam.  

Sebagai contoh, seorang anak yang secara hukum positif maupun hukum 

Islam dianggap belum dewasa atau belum memenuhi kriteria batas usia cakap 

hukum, kemudian melakukan suatu perbuatan yang dipandang melanggar suatu 

aturan hukum seperti mencuri, melukai fisik orang lain, atau bahkan 

membunuh orang lain. Terlalu ekstrim rasanya apabila seorang anak yang 

melakukan suatu tindak pelanggaran hukum tersebut dikatakan sebagai 

penjahat, sementara setiap tingkah laku anak-anak merupakan manifestasi dari 
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emosi anak-anak yang masih sangat labil dan tentunya masih sangat 

memerlukan bimbingan dari orang-orang yang telah dewasa.
4
 

Perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan 

suatu kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak 

seimbang. Disamping itu seorang anak tidak sadar akan apa yang seharusnya ia 

lakukan. Tindakannya merupakan menifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada 

maksud merugikan orang lain sebagai apa yang disyaratkan dalam suatu 

perbuatan kejahatan (KUHP), yaitu menyadari dari akibat perbuatannya dan 

pelakunnya mampu bertanggung jawab.
5
 

Dalam masyarakat yang sudah memiliki hukum tertulis, biasanya 

kecakapan hukum atau batas kedewasaan  ditetapkan dalam suatu batasan 

Undang-undang, salah satunya dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) 

bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin.
6
 

Sementara dalam istilah ushul fiqh, subyek hukum  disebut dengan 

mukallaf  atau orang-orang yang dibebani hukum, atau mahkum alaih )مكلف( 

 yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Ada dua hal yang )محكم علٍه(

harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf (subyek hukum), 

yaitu apabila seseorang mengetahui tuntutan Allah yang terdapat dalam hukum 

Islam dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Sedangkan 

kemampuan seseorang untuk dapat mengetahui serta mampu melaksanakan 
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tuntutan Allah dalam hukum Islam itu sendiri sebagai syarat agar seseorang 

dapat dikatakan sebagai mukallaf seperti yang dijelaskan diatas, sangat erat 

kaitannya dengan akal. Akal pada diri seseorang manusia tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku  atasnya 

taklif bila akal telah mencapai tingkat yang sempurna. Perkembangan akal 

merupakan sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat dari luar. Karena 

itu perkembangan akal pada manusia dapat diketahui pada perkembangan 

jasmaninya. Seseorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila 

seseorang telah mencapai batas usia         dewasa atau baligh, kecuali apabila 

seseorang mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang atau taklif.
7
 

Perkembangan akal pada manusia menunjukkan suatu proses tertentu, 

yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. 

Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit 

banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan pada akal 

manusia menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang 

bersifat tetap dan maju. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka 

perkembangan pada akal manusia  dapat pula dilukiskan  sebagai suatu proses 

yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat 

integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan 

belajar.
8
 

Terkait dengan akal yang dijadikan suatu proses metamorfosa seseorang 

menuju kedewasaan, Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh juga ditentukan 
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dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu bagi wanita telah mulai haid 

dan para laki-laki dengan mimpi berhubungan badan atau yang biasa disebut 

dengan istilah mimpi basah. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan 

pada petunjuk al-Qur’an. Kemudian dalam keadaan dimana tidak terdapat atau 

sukar diketahui tanda yang bersifat jasmaniyah tersebut, diambillah patokan 

usia yang dalam pembatasan usia ini terdapat perbedaan pendapat antara 

ulama-ulama fiqh.
9
 

Adapun hadis yang menyebutkan syarat dimana seseorang tidak dapat 

diberlakukan padanya tuntutan hukum atau taklif, yaitu: 

ٍْقِظَ وَعَهِ الصَّبِىِ حَتَّى ٌَحْتَّلِ مَ وَعَهِ المَجْنُّوْنِ رُفِعَ اْلقَلَمُ عَهْ ثَلَاثٍ: عَهِ النَّائِمِ حَتَّى ٌَسْتَّ

ٍْقَ )رواه المخار ي وابو داود والتّزمذي والنّساء و به ماجه والذر قطنًّ مه عا ئشة وعلى . حَتَّى ٌُفِ

ابه طالب(
10

 

Artinya: “Diangkat pembeban hukum dari tiga jenis manusia, orang yang 

tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia 

sembuh.” (H.R. Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah, dan 

Al-Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib). 

Sehingga  berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan 

membahas dan melakukan penelitian mengenai perbandingan batas usia cakap 

hukum antara hukum positif dan hukum Islam dengan judul “STUDI 

KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Tinjauan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 

                                                           
9
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11, (t.t.p, t,p., t.t.), hal. 124 
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP 

Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh 

peneliti, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum positif? 

2. Bagaimana batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum Islam? 

3. Bagaimana perbandinganbatas usia cakaphukumantara hukum Islam 

danhukumpositif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar rumusan masalah diatas,maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendepenelitiankan perspektif hukum positif tentang batas usia cakap 

hukum. 

2. Untuk mendepenelitiankan perspektif hukum Islam tentang batas usia cakap 

hukum. 

     3. Untuk mendepenelitiankan perbandingan cakap hukummenurut hukum  

positif dan hukum Islam. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu 

kegunaan dari segi praktis dan dari segi teoritis. 

1. Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat : 
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a. Membantu para akademis dalam upaya pengkajian dan pengembangan 

ilmu hukum yang terkait pada kecakapan hukum baik dari perspektif 

hukum positif dan juga hukum Islam. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan 

dalam penentuan batas usia cakap hukumdidalam perundang-undangan di 

Indonesia. 

c. Melengkapi khazanah kajian mengenai kecakapan hukum yang terkait 

dengan hukum positif dan hokum Islam. 

2. Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan dalam membentuk 

Undang-Undang yang saat ini masih bersifat plural yang selanjutnya 

dapat membantu memberikan kepastian mengenai batas usia cakap 

hukum sehingga lebih relevan dalam penerapanya di dalam Perundang-

undangan di Indonesia. 

b. Memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum  dalam membantu 

tugasnya untuk menangani maupun menyelesaikan perkara yang terkait 

dengan penentuan kedewasaanataukecakapanhukum. 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam penelitian ini kiranya diperlukan pembahasan mengenai istilah-istilah 

yang digunakan dalam judul penelitian ini, baik secara konseptual maupun 

operasional: 

1. Penegasan Konseptual 
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a. Komparasi: Penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan 

melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-

faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang 

diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.
11

 

b. Cakap Hukum: Cakap dapat pula diartikan mampu yang merupakan 

keadaan dimana seseorang memiliki potensi untuk melaksanakan tugas 

atau pekerjaan. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik 

dan mental yang dimiliki orang untuk melakukan pekerjaan dan bukan 

yang ingin dilakukannya. Kemudian dari definisi kecakapan tersebut 

dapat disimpulkan cakap hukum adalah seseorang yang dapat melakukan 

atau bertindak baik sendiri atau bersama orang lain di dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya.
12

 

c. Hukum Islam: Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh seorang 

muslim dengan mengikutsertakan syari’at Islam yang ada.
13

 

d. Hukum Positif: disebut juga dengan Ius Constitutum adalah hukum yang 

berlaku dalam suatu Negara pada suatu saat tertentu.
14

 

2. Penegasan Operasional 

Menurut definisi konseptual diatas dapat dinyatakan bahwa yang 

dimaksudkan penelitian dengan tema studi komparasi batas usia cakap 

hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam  adalah penelitian 
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Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Tekhnik 

Metode Mengajar, (Bandung: Tarsito,  1986), hal. 84 
12

 Soedarsono, Kamus Hukum (Edisi Baru), (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 165 
13

 Hasby Ash Shidiqiy, Pengantar hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Riski 

Putra), hal. 10 
14

 Soedarsono, Kamus Hukum (Edisi Baru) . . .,hal. 169 
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yangmendeskripsikan batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum 

positif, batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum Islam, dan 

perbandingan cakap hukum antara  hukum Islam dan hukum positif. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Pendekatan 

Penelitian tentang studi komparasi batas usia cakap hukum 

perspektif hukum positif dan hukum Islamini termasuk jenis penelitian 

hukum yang normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pengertian 

metode normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian 

hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menurut 

Soeyono Soekanto mencakup:
15

 

a. Penelitian terhadap azaz-azaz hukum 

b. Penelitian terhadap sistematis hukum 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 

d. Perbandingan hokum 

e. Sejarah hukum 

Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif (legal 

research).Sebagaimana pendapat Rony Hanitijo  Soemitro bahwa 

pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
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Soekanto Soerjanto, Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan singkat, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2011), hal 14 
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mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, 

peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat 

tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang 

berdaulat.
16

 

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama yakni 

mengungkapkan kaidah-kaidah normatif dan azaz-azaz hukum yang 

merupakan kebijakan yang merumuskan mengenai aturan batas usia cakap 

hukum yang merupakan produk legislatif yang terkait perundang-undangan 

pidana maupun perdata di Indonesia.  

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek darimana bahan diperoleh. Dalam 

kajian penelitian ini sumber data dibagi menjadi tiga; yaitu: 

a. Data Primer 

Merupakan bahan baku hukum primer yang berupa dokumen 

hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri 

dari: 

1). Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( HUHPdt) pasal 330 

2). UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3). Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1 

4). Fiqih Madzhabul Arba’ah 

b. Data Sekunder 
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 Soemitro Rony Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,(Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1991), hal. 46 
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Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai  

bahan hukum primr yang terdiri dari: 

1). Counter Legal Draft- Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) 

2). Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan batas usia cakap hukum 

3). Hasil karya ilmiah yang berhubungan sengan judul penelitian 

4). Hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti seminar,pentaloka, diskusi, 

symposium, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian 

ini. 

c.Bahan Hukum Tersier  

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder yang terdiri dari : 

1). Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, 

majalah hukum. 

2). Buku-buku yang mengkaji hal ikhwal tentang kecakapan hukum. 

3.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data penelitian yang dijadikan bahan untuk memecahkan 

masalah dalam penelitian.Metode pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah studi kepustakaan ( literatur study)dan studi dokumen. 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan 
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laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
17

 

Terkait dengan batas usia kecakapan hukum perspektif hukum positif dan 

hukum Islam. 

4.  Penyajian dan Analisa Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif. 

Demikian pula penganalisaan data dilakukan secara kualitatif dengan cara 

melakukan analisis-deskriptif yang bertolak dari analisis yuridis yang 

ditunjang dengan analisis komparatif. Analisis dilakukan dengan model 

interaktif mengalir yakni dilakukan secara berulang-ulang berlanjut terus 

menerus dan bergerak melalui 4 siklus yaitu koleksi data, reduksi data, 

penyajian dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.
18

 

Selanjutnya metode kualitatif diuraikan secara deskriptif analisis. 

Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak 

hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan 

hukumterkait batas usia kecakapan hukum perspektifhukum positif dan 

hukum Islam sebagaimana adannya, tetapi juga bermaksud menggambarkan 

kebijakan hukum yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang. 

Karena itu,dalam pengolahan data peneliti menggunakan teknik 

interaktif mengalir, yaitu model analisis yang menyatu dengan proses 

pengumpulan data dalam suatu siklus yang memiliki arti bahwa hubungan 

data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi 

                                                           
17

 M. Nazir, Metode Penelitian,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,  2003),  hal. 4-5 
18

Rony Hanitijio Soemitro, Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Hukum, (Bahan 

Kuliah Metodologi Penelitian Hukum UNDIP, tidak dipublikasikan, 2012), hal. 41 
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kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil 

penelitian. 

 

G. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan batas usia cakap hukum sebagai 

obyek dari penelitian. Sedangkan kecakapan hukum ini sendiri pada kajian 

terdahulu juga pernah dijadikan sebagai obyek dari suatu penelitian, yaitu 

sebuah penelitian yang ditulis oleh Ismamuddin dari Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul “Kecakapan Bertindak (Studi 

Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Dalam Hukum Pidana Islam”.
19

 

Dimana yang menjadi pembeda (distingsi) dari kajian terdahulu dengan 

Penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada orientasi/fokus 

penelitiannya. Penelitian pada kajian terdahulu terfokus pada hukum pidana 

yang memiliki kesimpulan penelitian bahwa cakap hukum dalam hukum 

pidana positif diartikan dengan kedewasaan. Sedang dalam hukum pidana 

Islam dikatakan cakap hukum apabila telah menunjukkan tanda-tanda biologis. 

Persamaan dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yaitu keduanya 

sama-sama mengatur kecakapan hukum, perbedaan prinsipil terletak pada 

penetapan kecakapan.  

Penelitian oleh Ibnu Abbas dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Batas Minimal Usia Cakap Hukum Dalam 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Ditinjau dari 
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Perspektif Hukum Islam”.
20

 Dengan kesimpulan hasil penelitian bahwa 

hadhanah memiliki rentang waktu  yang berlangsung selama 7 tahun bagi anak 

laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Dalam hukum Islam batasan akhir 

seorang anak mencapai kebalighannya  yakni saat usia 15 tahun. Karenannya 

perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukuman. 

Sedang dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, usia 

anak cakap hukum yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun  akan tetapi belum 

mencapai usia 18 tahun dan belum kawin, maka perbuatan anak sudah dapat 

diproses di lembaga pengadilan. Pandangan hukum Islam terkait ketentuan 

hukum jinayah, seorang anak yang berusia 7-15 tahun yang melakukan jarimah 

sebagian ada yang dihukum sebagian ada yang tidak dihukum dalam artian 

hanya membayar diyat yang dibebankan kepada orang tuanya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian merupakan gambaran secara 

global dari semuanya yang terkandung dalam penelitian ini, makapeneliti 

membaginya kedalam bab per bab. Tata urutan pembahasan penelitian dari 

pendahuluan sampai penutup agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari 

dam memahami isi dari penelitian ini.Adapun sistematika pembahasannya 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Peneliti menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penegasan judul, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. 
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BAB II PEMBAHASAN GAGASAN POKOK. Mencakup uraian 

penjabaran mengenai gagasan pokok serta sub bab berdasarkan makna, 

pembagian, pengertian dan lain-lain, berdasarkan keperluan penelitian ini yang 

terkait dengan batas usia kecakapan hukum perspektif hukum positif dan 

hukum Islam. 

BAB III BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF. Menguraikan tentang batas usia cakap hukum perspektif hukum 

positif yang mencakup ciri-ciri hukum positif, sumber hukum positif dan lain 

sebagainya terkait karakteristik hukum positif. Kemudian membahas respon 

hukum serta akibat yang dimunculkan terkait batas usia cakap hukum yang 

bersifat plural atau berbeda-beda penerapannya dalam pelaksanaan hukum 

positif di Indonesia. Membahas serta menganalisa relevansi penerapan batas 

usia cakap hukum dalam hukum positif Indonesia yang diterapkan pada masa 

sekarang serta masa yang akan datang dengan menguraikan contoh-contoh 

masalah tentang peristiwa hukum yang muncul. 

BAB IV CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 

Menguraikan tentang batas usia cakap hukum perspektif hukum Islam yang 

mencakup ciri dari hukum Islam itu sendiri, tujuan serta sumber hukum Islam 

serta karakteristik hukum Islam. Kemudian membahas gambaran pertimbangan 

yang dijadikan dasar para Ulama Madzhabul arba’ah untuk mengambil ijtihad 

dalam menentukan batas usia cakap hukum atau dimana seseorang dikatakan 

telah baligh. Selanjutnya menganalisa relevansi batas usia cakap hukum dalam 
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hukum Islam dengan dihadapkan kepada beberapa masalah-masalah baru yang 

muncul. 

BAB V PERBANDINGAN BATAS USIA CAKAP HUKUM 

ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Membandingkan 

aspek-aspek atau karakteristik yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan 

batas usia cakap hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

Selanjutnya dianalisa guna memperoleh persamaan atau perbedaan dari 

konsepsi hukum positif dan hukum Islam. 

BAB VI PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan 

uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin akan dijadikan 

pertimbangan. 

 

 

 

 

 

 


